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Abstrak
 

[Pendanaan yang dilakukan perusahaan induk di luar negeri kepada anak perusahaan di dalam negeri bisa

dengan dua cara : (i) penambahan modal dan (ii) pemberian pinjaman. Modal akan memberikan

pengembalian berupa dividen, sedangkan pinjaman akan memberikan kompensasi berupa bunga kepada

pemberi pinjaman.

Dari sisi perpajakan ada dua perlakuan yang berbeda terhadap kedua kompensasi tersebut dalam

penghitungan Pajak Penghasilan Tahunan. Dividen tidak dapat dibiayakan dan hanya dikenakan withholding

tax. Perlakuan berbeda dengan pinjaman yang dapat dibebankan sebagai biaya sehingga akan mengurangi

beban pajak anak perusahaan di Indonesia. Perbedaan ini mendorong perusahaan induk di luar negeri untuk

lebih suka memberikan pinjaman kepada anak perusahaan daripada menambah modal. Hal ini akan

berakibat kepada potensi penghindaran pajak. Transaksi ini biasa disebut dengan thin capitalization.

Banyak negara yang mengklasifikasikan transaksi ini ke dalam penghindaran pajak yang harus diatur lebih

lanjut dalam regulasi perpajakan agar tidak merugikan negara.

Dalam Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 36 tahun 2008, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengatur

ketentuan tentang thin capitalization ini, yaitu pemberian kewenangan kepada menteri keuangan untuk

mengatur perbandingan antara hutang dan modal antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Namun sayangnya peraturan pelaksana aturan tersebut belum diberlakukan. Pada tahun 1985, Menteri

Keuangan telah menerbitkan telah peraturan pelaksana dengan perbandingan 3:1 untuk hutang dan modal.

Namun atas nama investasi maka peraturan ini ditunda sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Hal ini terus memicu kekosongan hukum dan berakibat ketidakpastian dalam pengaturan transaksi thin

capitalization ini.

Regulasi ini sangat dibutuhkan baik bagi wajib pajak maupun petugas pajak sebagai panduan dalam

pendanaan dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Bagi Wajib Pajak yang ‘nakal’,

ketidakpastian ini menimbulkan kerawanan yang dapat berakibat penyimpangan kewajiban pajak. Maka dari

itu kepastian hukum dalam pengaturan transaksi thin capitalization ini harus segera diberikan dengan

pengaturan yang jelas dan penempatan aturan tersebut harus sesuai hirarkhi norma hukum yang berlaku,

Foreign Parents Company can fund their sister company with 2 ways: (i) injecting the equity and (ii) lending

the loans. The compensation to investor are dividend for equity and interest for debt.

In Indonesia tax term, there are differences treatment between dividen and interest. Dividen is non

deductable expenses but interest is deductable from taxable income. This differences cause parents company

in other tax jurisdiction prefer to choose the loan rather than equity to avoid tax burden in Indonesia. This

transaction is called as thin capitalization.

Many countries classified this transaction as tax avoidance that has to be regulate in their tax regulation to

minimize potential tax loss.

Actually, Indonesia Tax Authority has regulated thin capitalization transaction in article 18 Indonesia Tax
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Law. It gives Minister of Finance to regulate debt to equity ratio between related party companies. In 1994,

Minisiter of Finance has issued tax regulation about this concern, but postponed to implement the regulation

in 1995. It caused the ”vacuum of law” in thin capitalization rules.

Tax payers and tax official need the regulation to guide the funding transaction of related party. It

uncertainty makes ”loophole” for ’bad taxpayers’ to abuse of their tax obligation. Indonesia Tax Authoritiy

has to issue thin capitalization regulation immediately to provide ’certainty of law’ and to accord to

applicable hierarchi of law.]


